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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Peran Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Penerapan Prinsip

Transparansi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Provinsi Papua” maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua dan Inspektorat selaku
bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap
penerapan prinsip transparansi pada kegiatan pengadaan barang/jasa
Pemerintah berbasis elektronik (e-procurement) di Provinsi Papua
sudah melakukan peran assurance dan consulting. Pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Papua terhadap pengadaan barang/jasa berbasis elektronik
(e-procurement) di Papua hanya dilakukan atas dasar permintaan dari
kepala daerah setempat/stakeholder/instansi terkait dan pengawasan
yang dilakukan juga tidak selalu pada seluruh tahap proses
pengadaan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua belum
mampu untuk memastikan bagaimana pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (e-
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procurement) di Papua dalam menerapkan prinsip transparansi. Hal
ini berbeda dengan dengan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Papua, dimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap
kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (e-procurement)
di Papua yaitu dilakukan melalui probity audit. Probity audit yang
dilakukan diterapkan pada seluruh tahap proses pengadaan. Dengan
demikian, Inspektorat dapat dikatakan mampu untuk memastikan
bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis
elektronik (e-procurement) di Papua dalam menerapkan prinsip
transparansi.

Kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua dalam pengawasan
terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (e-procurement) di
Provinsi Papua yaitu terkait pelaksanaan tindak lanjut atas hasil
pengawasan yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan kepada stakeholder/penanggung jawab pengadaan
yang sering terabaikan oleh pihak penanggung jawab pengadaan.
Kemudian kendala lain juga dihadapi oleh Inspektorat yaitu terkait
terkait waktu pengawasan yang terbatas.

. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengawasan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua terhadap

penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (e-procurement) di
Provinsi Papua yaitu dengan pemantauan/monitoring yang
dilakukan auditor terhadap pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi/saran yang diberikan, melalui pemantauan/monitoring
yang dilakukan dapat membantu menghasilkan pekerjaan yang
sesuai atas saran atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak
auditor. Terhadap kendala yang dihadapi oleh Inspektorat maka
upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penambahan
waktu bagi tim pengawas, untuk melakukan penambahan waktu
makan terlebih dahulu dilakukan penelaahan terkait kendala yang
dihadapi sehingga perlu untuk dilakukan penambahan waktu dalam
pengawasannya sehingga pengawasan Yyang dilakukan dapat

berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka

penulis dapat memberi saran yaitu:

1.

Bagi stakeholder/penanggung jawab pengadaan, dapat melakukan
perbaikan sesuai dengan rekomendasi/saran dari pihak auditor
sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis
elektronik dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat atau sesuai
dengan prinsip dan etika pengadaan yang berlaku. Kecepatan dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil audit tersebut didukung pula dengan

proses monitoring oleh pihak auditor. Selain itu dalam proses
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monitoring pihak auditor perlu membahas secara tuntas dengan
penanggung jawab pengadaan terkait kendala yang dialami sehingga
belum dilaksanakannya rekomendasi/saran yang diberikan.

Bagi inspektorat, terkait kendala untuk mendapat data sehingga
memakan waktu dalam proses pengawasan tersebut. Hambatan
dalam memperoleh data ini berkaitan dengan tidak tepatnya waktu
penanggung jawab dalam memberikan data/dokumen yang
diperlukan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, pihak
auditor diharapkan dapat menghubungi penanggung jawab beberapa
hari sebelum melakukan pemeriksaan serta auditor perlu
mengingatkan kembali agar tidak terjadi keterlambatan dalam

pemasukan dokumen yang diperlukan.
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